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NOMOF] TAHUN   2005
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TENTANG

PENYIDIK   PEGAWAI    NEGEF!I    SIPIL   DAERAH    (PPNSD)

DENGAN    RAHMAT   TUHAN   YANG   MAliA    ESA

BUPATI    REJANG   LEB0NG

Menimbang   :   a.   bahwa     berdasarkan   Peraturan  Menteri   Dalam  Negeri   Nomor
1   Tahun   2003   tentang   Pencabutan   Peraturan  Menteri   Dalam
Negeri    Nomor    4    Tahun    1997    tentang    Penyidik    Pegawai
Negeri    Sipil     Di     Lingkungan    Pemerintah    Daerah,    malta
Peraturan   Daerah   Kabupaten   Daerah   Tingkat    11    Rejang
Lebong   Nomor    8   Tahun    19S9    tentang    Penyidik    Pengawai
Negeri   Sipil   di   Lingkungan   Pemerintah   Kabupaten     Daerah
Tingkat        11       Rejang       Lebong       perlu       diubah       untul{
d i sempu rnakan ;

b.   bahwa   untuk  memenuhi      kepentingan     sebagaimana  dimaksud
huruf   a   tersebut    di    atas   perlu   diatur   dan   ditetapkan
dengan   Peraturan   Daerah.

Mengingat    :    1.    Undang-Undang   No.   4   Drt   Tahun   1956     tentang   Pembentukan
Daerah   Otonom   Kabupaten-kabupaten       Dalam    Lingl(ungan
Daerali   Propinsi   Sumatera  Selatan   (Lembaran   Negara  Tahun
1956   Nomor   §5,   Tambahan   Lembaran   Negara     Nomor   1091);

2.   Undang-Undang   Nomor   9     Tahun   1967   tentang   Pembenl:ukan
Propinsi   Bengkulu   (Lembaran   Negara  Tahun   1967   Nomor   19,
Tambahan   Lembaran   Negara   Nomor   2S28   );

3.    Undang-Undang   Nomor   a       Tahun    1981    tentang    Hukum   Acara
Pidana    (Lembaran    Negara   Tahun    1981    Nomor    76,    Tambahan
Lembaran      Negara   Nomor   3209);

4.    Undang-Undang      Nomor      43   Tahun    1999   tentang   Perubahan
Atas   Undang-Undang    Nomor    a    Tahun    1974    tentang    Pol{ok-
pokok   Kepegawaian    (    Lembaran    Negara       Tahun    1999    Nomor
169,   Tambahan   Lembaran   Negara  Nomor   3890   );

5.    Undang-Undang    Nomor    10    Tahun    2004    teritang    Pembentukan
Peraturan   Perundang-undangan    (Lembaran    Negara   Tahun
2004   Nomor   53,   Tambahan   Lembaran   N6gara   Nomor   4389);

6.    Undang-Undang   Nomor   32   Tahun   2004   tentang   Pemerintahan
Daerah    sebagaimana    telah    diubah    dengan    Peraturan
Pemerintah      Pengganti    Undang-Undang   Nomor   3   Tahun   2005
(Lembaran   Negara  Tahun   2005   Nomor   38,   Tambahan   Lembaran
Negara   Nomor   4493):

7.    Undang-Undang    Nomor    33   Tahun    2004   tentang    Perimbangan
Keuangan   Antara   Pemerintah   Pusat    dan    Pemerintahan
Daerah   (Lembaran   Negara   Tahun   2004   Nomor   126,    Tambahan
Lembaran   Negara   Nomor   4438);
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6.   Peraturan        Pemerintah        Nomor   20     Tahun     1968     tentang
Berlakunya    Undang-undang    Nomor    9    Tahun    1967    dan
Pelak§anaan   Pemerintahan   di   Propinsi   Bengkulu   (Lembaran
Negara       Tahun    1968   Nomor   34,    Tambahan    Lembaran   Negara
Nomor   2854);

7.   Peraturan     Pemerintah        Nomor        27   Tahun     1983     tentang
Pelaksanaan    Kitab    Undang-undang    Hukum    Acara    Pidana
(Lembaran   Negara     Tahun   1983   Nomor   36   Tambahan   Lembaran
Negara   Nomor   325S   );

a.   Peraturan     Pemerintah        Nomor      25   Tahun      2000      tentang
Kewenangan     Pemerintah   dan   Kewenangan   Propinsi      Sebagai
Daerah      Otonom   (    Lembaran   Negara      Tahun   2000   Nomor      54
Tambahan   Lembaran   N6gara     Nomor   3952    );

Memperhatikan    :    1.    Keputusan   Menteri    Dalam   Negeri    Nomor   6   Tahun    2003
tentang    Pedoman    Pembinaan    Penyidik    Pegawai    Negeri
Sipil    di    Lingkungan   Pem©rintah   Daerah;

2.    Keputusan   Menteri    Dalam   Negeri    Nomor   7   Tahun   2003
tentang   Pedoman  Operasional   Penyidik   Pegawai   Negeri
Sipil   Daerah   dalam  Penegakan   Peraturan   Daerah;

3.    Keputusan   Menteri    Dalam   Negeri    Nomor   a   Tahun   2003
tentang     PBdoman     Penyelenggaraan     Pendidil(an     dan
Pelatihan   Penyidik   Pegawai   Negeri   Sipil   Daerah.

Dengari   Persetujuan   Bersama

DEWAN    PEBWAKILAN    FiAKYAT    DAEBAH    KABUPATEN    BEJANG    LEBONG
DAN

BUPATI    REJANG    LEBONG

M    E    M    U    T    U    S    K    A    N     :

Menetapkan     :     PEBATUBAN    DAEBAH    KABUPATEN    ftEJANG    LEBONG    TENTANG    PENYIDIK
PEGAWAI    NEGEBI    §IPIL    DAEF}AH    (PPNSD)

BABI

KETENTUAN    UMUM

Pasa]     1

Dalam  Peraturan   Daerah   ini   yang   dimaksud   dengan   :

a.   Daerah   adalah      Kabupaten   Rejang   Lebong;

b.   Pomerinl:ah   Daerah   adalah   Pemerintah   Kabupaten   Rejang   Lebong;

c.   Gubernur   adalah   Gubernur   Bengkulu;

d.    Bupati   adalah   Bupati   Flejang   Lebong;

e.   Bagian     Hukum     adalah     Bagian     Hukum     Sekretariat      Daerah   Kabupaten
Rejang   Lebong;

f.   Penyidik     adalah     Pejabat      Polisi      Negara     Republik      Indonesia  atau
pejabat      Pegawai   Negeri   Sipil   tertentu   yang   diberi      wewenang   khusus
oleh   Undang-undang   untuk   melakul{an   penyidikan;

9.   Pegawai   Negeri   Sipil      yang     selan].utnya  di.singkat   dengan   PNS  adalah
Pegawai   Negeri   Sipil   sebagaimana   dimaksud   dalan   Undang-Undang   Nomor
43   Tahun    1999    tentang    Perubahan    atas   Undang-Undang    Nomor    8   Tahun
1974   tentang   Pokok-pokok   Kepegawaian;
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h.   Penyidik   Pegawai   Negeri      Sipil      Daerah     yang     selanjutnya  disingkat
dengan     PPNS   Daerah   adalah   Pejabat   Pegawai   Negeri   §ipil   tertentu   di
Lingkungan    Pemerintah    Daerah    yang    diberi    wewenang    khusus    oleh
undang-undang  untuk  melakukan   penyidikan   atas  pelanggaran   Peraturan
Dae rah ;

i.   Penyidik        Polisi        Negara        Republik        Indonesia     yang   selanjutnya
disingl(at    Penyidik    POLRI    adalah    Pejabat    Polisi    Negara   Republik
Indonesia   tertentu   yang   diberi    wewenang    khusus   oleh   Undang-undang
untuk   melakukan   penyidikan;

i.   Penyidikan     adalah   serangkaian     tindakan     penyidik     dalam     hal      dan
menurut    cara   yang   diatur   dalam   Undang-undang   Nomor   8   Tahun    1981
untuk    mencari     serta    m®ngumpulkan    bukti     yang    terjadi     dan    guna
meriemukan   ter§aLngkanya;

k.   Tim   pembina   PPNS   adalah   Tim     yang   membina   pelal(sanaan   tugas   -tugas
PPNS      Kabupaten   Rejang   L6bong:

1.   Operasi   penindakan   yang   §elanjutnya   disebut   yustisi    adalah   operasi
penegakan    Peraturan    Daerah    dan    Peraturan    Perundang-undangan    yang
dilakul(an       oleh       PPN§       secara   terpadu    dengan    si§tem    peradilan
d i t 6mpat ;

in.   Pendidikan   dan   Pelatihan   Penyidik   Pegawai   Negeri   gil)il      Daerah   yang
§61anjutnya   disingkat    Diklat    PPNS   Daerah    adalah    suatu    kegiatan
clalam    rangka   meningkatkan    kualitas    Pegawai    Negeri    Sipil     dibidang
Penyidikan   Peraturan   Daerah   untuk   diangkat   sebagai   PPN§   Daerah;

n.   Surat   Tanda  Tamat      Pendidikan        dan        Pelatihan        yang     selanjutnya
disingkat    STTPP   adalah   surat    tanda   lulus   dan    bukti    bagi    PNS   yang
telah   mengikuti   pendidikan   dan   pelatihan   khusus   dibidang   Penyidikan
Peraturan   Daerah;

BAB         11

PENYIDIK   PEGAWAI    NEGEBI    SIPIL    DAEFIAH

Bagian   Pertama

Kedudukan,   Tugas   dan   Wewenang

Pasal     2

PPNS   Daerah   berkedudukan   di   bawah   dan   bertanggung   jawab   kepada  Bupati.

Pasal     3

(1)   PPNS   Daerah  mempunyai   tugas  melakukan   penyidikan     atas   pelanggaran
Peraturan   Daerah;

(2)   Selain     melakukan     tuga§        penyidikan   sebagaimana        dimaksud     pada
ayat    (1)      Pasal    ini,    PPNS   Daerah   dapat    melaksanal(an   penyidikan
atas    pelanggaran    Undang-Undang    atas    perintah    Perundang-undangan
yang   berlaku;

(3)   Dalam   pelaksanaan   tuga§   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat    (1)   dan
ayat    (2)   pa§al    ini,    PPNS   Daerah   berada   di    bawah   koordinasi    dan
pengawasan   Penyidik   POLRI.
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Pasal     4

(1)   Apabila   Undang   -undang   yang     menjadi      dasar     hukum  tidak   mengatur
secara   togas   kewenangan   yang   dib6rikannya,   maka     PPNS   Daerah   dalam
melaLl{sanakan    tugas    sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    3    Peraturan
Daerah   ini   mempunyai   wewenang   :

a.   Menerima   laporan   atau   pengaduan   dari   seseorang   mengenai    adanya
tindak   pidana  atas   pelanggaran   Peraturan   Daerah;

b.   Melakukan   tindakan   pertama  dan   pemeriksaaan   dit8mpat   kejadian;

c.    M6nyuruh   berhenti    seseorang   dan   memeriksa   tanda   pengenal    diri
ter§angka;

d.   Melakukan   penyitaan   benda  atau   surat;

e.   Mengambil   sidik   jari   dan  memotret   seseorang;

f .   Memanggil   orang   untul(   didengar   dan   diperiksa   sebagai    tersangka
atau   sak§i;

9.   Mendatangkan     orang     ahli      yang     diperlukan     dalam     hubungannya
dengan   pemeriksaan   perkara;

h.   Mengadakan      penghentian   penyidikan      setelah      mendapat   petunjuk
dari    penyidik   bahwa   tidal(   terdapat    cukup   bul<ti    atau   peristiwa
tersebut   bukan   merupakan   tindak   pidana   dan   selanjutnya  melalui
penyidik   memberitahukan    hal    tersebut     kepada    penuntut    umum,
tersangka  atau   I(eluarganya;

i.   Mengadakan   tindakan   lain  m6nurut   hukum  yang   dapat   dipertanggung
j awabkan .

(2)   PPNS      Daerah      tidak      berwenang   untuk     melakul(an      penangkapan   atau
penahanan .

Bagian   Kedua

Hak   dan   Kewajiban

Pasal     5

(1)   PPNS     Daerah        disamping        memperoleh     hak   -haknya     sebagai      PPNS
sebagaimana    dimal(sud    dalam    Undang-undang    Nomor    43    Tahun    1999,
dapat   diberikan   uang   in§entif ;

(2)   Besarnya     uang      in§entif        sebagimana     dimaksud          pada     ayat      (1)
Pasal    ini   ditetapkan   dengan     Keputusan   Bupati   dengan  memperhatikan
I(ondisi   dan   kemampuan   keuangan   Daerah.

Pasal     6

PPNS   Daerah   sosuai   dengan   bidang   tugasnya  mempunyai   kewajiban:

a.   Melakukan     penyidikan,      menerima     laporan      dan     pengaduan     mengenai
terjadinya  pelanggaran   atas   Peraturan   Daerah;

b.   Menyerahkan   hasil    penyidikan   kepada   Penuntut   Umum   melalui    Penyidik
POLRI   dalam   wilayah   hukum   yang   gama   paling   lambat    1    X   24   Jam;

c:.   Membuat   Berita  Acara   setiap   tindakan   dalam   hal:
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1)   Pemeriksaan   tersangka   ;

2)   Pemasukan   rumah;

3)   Penyitaan   barang;

4)   Pemeriksaan   saksi;

5)   Pemeriksaan   tempat   k8jadian.

d.   Membuat      laporan     pelaksanaan   tuga§   l{epada     Bupati   melalui   Pimpinan
Unit   kerja  masing-masing.

Bagian   Ketiga

Pengangkatan,   Mutasi   dan   Pemberhentian

Pasal     7

Pengangkatan      PPNS      Daerah      diusulkan      oleh      Bupati    kepadaL   Menteri
Kehakiman       dan    HAM       melalui        Menteri    Dalam    Negeri,    dalam    hal     ini
Sekretarig   Jenderal    Departemen   Dalam   Negeri    dengan   tembusan   kepada
Gubernur ;

Pasal     8

®

Syarat   -§yarat   pengangkatan   Pegawai   Negeri   Sipil     menjadi   PPNS  Daerah
terdiri   atas   :

a.   Pangkat   serendah-rendahnya   Pengatur  Muda  Tingkat   I   (II/b);

b.   Pendidikan   serendah-rendahnya  Sarjana  Muda   (D3);

a.   Ditugaskan   dibidang   teltnis   operasional;

d.   Telah   lulus   pendidikan   dibidang   Penyidikan;

e.   Dafter   Penilaian     Pelaksanaan     Pekerjaan   (DP3)      dalam   2   (dua)   tahun
berturut-turut   dengan   niTai   rata-rata  bail{;

f .   Sehat   jasmani   dan   rohani   dan     dibuktil(an     dengan     surat      keterangan
dokter.

Pasal     9

(1 )   Usulan   pengangkatan   PPNS   Daerah   sebagaimana   dimaksud   dalan  Pasal   7
Peraturan  Daerah   ini   harus  melampirkan   :

a.   Photo   Copy   Peraturan   Daerah   yang   menjadi    dasar   hukum   pemberian
kewenangan    sebagai    Penyidik    Pegawai    Negeri    Sipil    yang    diu§ul-
kan;

b.   Surat   Keterangan     Wilayah     Kerja     Penyidik   Pegawai   Negeri   Sipil
yang   diusulkan;

c.   Photo   Copy   ijazah   terakhir;

d.   Photo  Copy   Keputusan  Pengangkatan   Jabatan/Pangkat   terakhir  yang
d i.1 ega 1 i s i r ;
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e.   Photo  Copy   Penilaian   Pelaksanaan   Pekerjaan   (DP3)   selama   2   (duo)
tahun  teral(hir   yang   dilegalisir;

f .   Photo  Copy   Surat   Tanda  Tamat   Pendidikan     dan     Pelatihan   (STTPP)
pendidikan   khusus   dibidang   penyidikan   yang   dilegalisir;

9.   Surat      Keterangan   Dokter     yang     menyatakan   Pegawai   Negeri   Sipil
yang   bersangkutan   berbadan   sehat.

(2)   Lampiran     usulan   sebagaimana     dimak§ud     pada     ayat      (1)      Pasal   ini
dibuat   masing-masing   dalam   rangkap   4   (empat).

Pasal     10

®

(1)   Mutasi    PPNS   Daerah   dilingkungan   Pemerintah   Daerah   ditetapkan   oleh
Bupat i ;

(2)   Usul      Mutasi       PPNS      Daerah      antar      Kabupaten   /   Kota   dilingkungan
Pemerintah   Propinsi   Bengkulu,   disampaikan   I(epada   Gubernur   ;

(3)   Mutasi   sebagaimana  dimaksud     pada     ayat      (1)     dan        ayat   (2)   Pasal
ini        dilaporkan    I(epada    Menteri    Dalam    N6geri     dalam    hal     ini
gel(retari§   Jenderal   Departemen   dalam  Negeri   dan   tembusannya  kepada
Menteri    Kehakiman   dan   HAM.

Pasal      11

PPNS   Daerah   diberhentikan   dari   jabatannya   karena   :

a.    berhenti   dari   Pegawai   Negeri   Sipil;
b.   atas   permintaan   gendiri;
c.   melanggar   disiplin   kepegawaian;
d.   tidak   lagi   memenuhi   syarat   sebagai   PPNS   Daerah   ;
a.   meninggal    dunia.

Pasal     ]2

(1)   Pemberhentian   PPNS   Daerah         sebagaimana      dimaksud   dalam      Pasal    11
Peraturan    DaLerah    ini    diusulkan    oleh       Bupati        kepada       Menteri
Kehakiman    dan    HAM   melalui    Menteri     Dalam    Negeri     dalam    hal     ini
Set(retaris   Jenderal   Departemen   Dalam   Negeri   dengan   tembusan   kepada
Gubernur;

(2)   Usul    pemberhentian   PPNS   Daerah   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat    (1}
Pasal    ini    harus      di§ertai       dengan       alasan-ala§an       dan       bul(ti
pendukungnya .

Pasal      13

Usul    Pemberhentian   PPNS   Daerah   §ebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal    12
Peraturan   Daerah   ini   disampaikan   kepada     Menteri   Kehakiman   dan   HAM.
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Bagian   I(eempat

Sumpah   /  Janji   dan   Pelantikan

Pasal     14

Sebelum  dilantik,   PPNS   Daerah   harus  mengucapltan   sumpah   /   janji.

Pasal     15

PPNS      Daerah   dilantik   oleh   Bupati    atau   pejabat    lain   yang   ditunjuk
untul{   bertindak   atas  nana  Bupati.

Pasal     16

®

®

(1)   Tata   cara   pelantikan   dan   sumpah   /   janji   PPNS  Daerah   terdiri   atas   :

a.   Pembacaan   Keputusan   Pengangl(atan   PPN§:

b.   Pengucapan   Sumpah   /   Janji   dihadapan   sak§i   Flohaniawan;

c.   Penandatanganan   Beri.ta  Acara  Sumpah   /   Janji   dan   Pelantikan;

d.   Pelantikan.

(2)   Naskah     Berita     Acara     Sumpah   /   Janji      dan   Pelantikan   PPNS   Daerah
sebagaimana  dimaksud   dalam   Pasal   14     dan   15   s6bagaimana     tercantum
dalam     Lampiran   I   Peraturan   Daerah   ini.

Pa6al      17

Su§unan   Acara   Pelantikan    PPN§    Daerah    sebagaimana    dimaksud    pada   ayat
(1)    huruf      a.    Pasal    16   Peraturan   Daerah   ini    sesuai       dengan   ketentuan
I(eprotokolan   dilingkungan   Pemerintah   Daerah.

Pasal     18

Tempat   Pelantikan   Sumpah   /   Janji   PPNS  Daerah   ditetapkan   oleh   Bupati.

Bagian   Kelima

Kartu   Tanda   Pengenal

Pasal     19

(1)   Pegawai   Nogeri   Sipil      yang     telah     diangkat      §obagai      PPNS   Daerah,
harus  mempunyai   Kartu   Tanda   Pengenal ;

(2)   Kartu   Tanda  Pengenal   sebagaimana  dimaksud   pada   ayat   (1)   Pasal      ini
ditanda   tangani   oT6h   Bupati    dan   dapat   clidelegasikan   kepacla   Sekre-
taris   Daerah   Kabupaten   Rejang   Lebong   atau   Kepala  Bagian   Hukum;
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(3)   Kartu   Tanda   Pengenal    sebagaimana   dimaksud   pada   ayat    (1)   Pasal    ini
berlaku      selama      5       (lima)    tahun,       terhitung       sejak       tanggal
d i kel uarkan ;

(4)   Bentuk   Kartu     Tanda   Pengenal      sebagaimana   dimak8ud      pada   ayat    (1)
Pasal    ini   meliputi    :
a.   Bentuk   empat   per§egi   panjang;
b.    Panjang   9,5   Cm,    Lebar   6,5   Cm;
c.   Warna   Kartu   bagian   depan   putih   dan   bagian   belakang   hijau;
d.   Warna   putih   memuat    :

Pas Photo berwarna
Ufuan2X3Ch

HArml  TAmA  rmoGEHAI.
EqrmDIK

pEGavAI  REGERI  slpll,

e.  Wanna  hijani  mrmiat  :

FEcmr
Nan
Padykat
JaEHtan
KepLriL-
KehakirmNdr
uns Erfu
Borlafu aanpal
Tanggal

NIP:................

AV.   ELmHTI   REiA)re  LEEXINC
mnlA EaerAN Ett7un,

(    NanLengkap    )
NIP:

Pasal     20

(1)   Setelah     habis     nasa     berlaku     Kartu     Tanda     Pengenal      sebagaimana
dimal{sud    dalam   Pasal    19    ayat    (3)    Peraturan    Daerah    ini,    dapat
diusulkan   perpanjangan;

(2)   Perpanjangan   Kartu  Tanda  Pengenal      sebagaimana     dimaksud   pada  ayat
(1)   Pa§al    ini,    harus   diajukan   9elambat-1ambatnya   dalam   waktu   2
(dua)    minggu    sebelum    berakhir   masa   berlaku   oleh    unit    organisasi
PPNS   kepada   Kepala   Bagian   Hukum;

(3)   Perpanjangan   Kartu   Tanda   Pengenal    sebagaimana   dimaksud   pada   ayat
(1)   Pasal    ini,    dalam   waktu   14   (empat   belas)   hari    terhitung   sejak
tanggal    diterimanya   permohonan   perpanjangan,    harus   sudah   selesai
diproses   penerbitan   oleh   Kepala  Bagian   Hukum;
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(4)   Perpanjangan     nasa     berlaku     Kartu        Tanda     Pengenal        §ebagaimana
dimaksud      pada   ayat    (2)   dan   (3)   Pasal    ini   ditanda   tangani   oleh
Kepala  Bagian   Hukum   atas   nana  Bupati;

{5)   Penggantian     Kartu     Tanda     Pengenal      karena       mutasi        sebagaimana
dimal(sud   dalam  Pasal   10   ayat   (1)   Peraturan   Daerah   ini,   diterbitkan
oleh    Bupati    dalam    hal     ini    Seltretaris    Daerah    Kabupaten    Fiejang
Lebong ;

(6)   Penggantian        Kartu        Tanda     Pengenal      karena     mutasi      sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal   10  ayat   (2)   Peraturan   Daerah   ini,   diterbitkan
oleh  Gubernur  dalam  hal   ini   Sekretaris   Daerah  Propinsi   Bengkulu;

(7)   Penggantian     Kartu     Tanda       Pengenal        l{arena     mutasi      sebagaimana
dimal(sud   dalam  Pasal   10   ayat   (3)   Peraturan   Daerah   ini,   ditorbitkan
oleh      Menteri      Dalam      Negeri.    dalam   hal    ini    Sekretaris   Jenderal
De|]artemen   Dalam   Negeri .

Pasal     21

®
(1 )   Perpanjangan   Kartu   Tanda   Pengenal   sebagaimana  dimaksud   dalan  Pasal

20   ayat   (1),   ijsulannya   harus   dilengkapi;

a.   Photo     Copy     Kartu     Tanda       Pengenal      yang     telah     habis       nasa
be r 1 al{unya ;

b.   Photo  Copy   Surat   Keputusan   Pengangl{atan   sebagai   PPNS   Daerah;

c.   Photo  Copy  Surat   Keputusan   Pengangkatan   terakhir   dalam   jabatan/
pangkat      Pegawai   Negeri   Sipil;

d.   Photo  Copy   Daftar   Penilaian   Pelal{sanaan   Pekerjaan   (DP3)   untuk   1
tahun   terakhir;

e.   Pas   Photo   ukuran   2   X   3   Cm     berwarna     (dasar  merah)        sebanyal(   2
(dua)    1embar;

(2)   Kelengkapan   sebagaimana  dimal{sud   pada  ayat   (1)   Pasal    ini      ma§ing   -
ma§ing   dalam   rangkap   2   (dua).

Bagian   Keenam

Pelaksanaan   Penyidikan

Pasal     22

(1)   Setiap   PPNS   Daerah     dalam     menjalankan     tuga§     penyidikan   harus   di
lengkapi   dengan   Surat   Perintah   Penyidikan;

(2)   Surat   Perintah   penyidikan   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   Pasal
ini,   ditandatangani   oleh  atasan   PPNS  Daerah.
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BAB        Ill

0   P   E   f]   A   S   I   0   N   A   L

Bagian   Pertama

Fluang   Lingkup   dan   Syarat-syarat  Operasional

Pasal     23

Puang   Lingkup  Operasional   Penyidil{   Pegawai   Neg6ri   Sipil   Daerah   terdiri
atas   :

a.      Rencana   dan   l{egiatan   penyidikan   ;

b.      Administrasi   penyidikan:

c.      Pembinaan,   Pengawasan   dan   Pengenclalian.

a

®

Pasal     24

Pelaksanaan     operasional     Penegakan     Peraturan     Daerah,        hanya     dapat
dilakukan   PPNS  Daerah   yang  memenuhi   syarat-syarat:

a.       Mendapat    Surat    Keputusan    pengangl{atan    sebagai    PPNS   dari    Menteri
Kehakiman   dan   HAM;

b.      Dilantik   sebagai   PPNS   Daerah;

c.       Mempunyai    Kartu   Tanda   Pengena]    PPNS   yang   diterbitl{an   oleh   Bupati
dan   ma§ih   berlal(u;

d.     Bertugas   pada  dinas/Instansi   yang     melaksanakan/mengawal   Peraturan
Daerah   yang  mengandung   sanksi   pidana:

e.     Tidak   bertugas   dibidang     tata     usaha     dan     administrasi,     termasuk
kepegawaian   dan   keuangan;

i .     Ada  surat   perintah   tugas  dari     Sekretaris  Daerah     Kabupaten  Flejang
Lebong   atau   pejabat   yang   berwenang.

Bagian   Kedua

Pelaksanaan   Operasi

P@sal     25

(1)   Pelaksanaan     Operasi      penegal(an  Peraturan  Daerah     dapat     dilakukan
dalam     bentul{  operasi   yustisi   dan   atau   non   yustisi;

(2)   Operasi   yustisi   dan   non   yustisi   seibagaimana  dimak§ud   pada   ayat   (1)
PasaT    ini    dilakukan   secara   terpadu   dengan   melibatkan    instansi
terkail:   di   Daerah;

(3)   Hasil   0perasi   yustisi   atas   pelanggaran   Peraturan   Daerah   merupakan
penerimaan   Daerah.
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Pasal     26

Pelaksanaan   Operasional   §ebagaimana   dimak§ud   dalam   Pa§al    24   Peraturan
Daerah   ini   terdiri   ata§   :

a.   Persiapan;

b.   Pelaksanaan   kegiatan  operasi ;

c.   Penindakan   (Pemanggilan/Pemeriksaan   dan   Penyelesaian).

Pasal     27

Petunjuk   pelaksanaan   operasional    PPNS   Daerah    sebagaimana   dimaksud
dalam      Pasal       25      Peraturan   Daerah    ini,    sebagaimana   tercantum   dalam
Lampiran      11   Peraturan   Daerah   ini.

BAB       IV

PENYELENGGAf]AAN    PENDIDIKAN   DAN    PELATIHAN

Bagian   Pertama

Tujuan   dan   Sa6aran

®

Pasal     28

Tujuan   Diklat   PPNS   Daerah   untuk   :

a.     Memantapkan   semangat   pengabdian   PPNS  Daerah   yang   berorientasi   pada
pelayanan,   pengayoman   dan   perlindungan   terhadap  ma§yarakat;

b.     Meningkatl(an     pengetahuan     keahlian     dan/atau     keterampilan     serta
p6mbentukan   §edini   mungkin   l{epribadian   PPNS   Daerah;

c.     Menanamkan     kesamaan        pola     pikir     yang   dinamis   dan   bernalar   agar
memiliki   wawasan   yang   luas   untuk   melaksanakan   tugas   umum   dibidang
Pemerintahan   dan   Pembangunan;

d.      Meningkatkan     profesionali.sine        PPNS        Daerah     dalarn     melaksanakan
penegakan  dan   penyidikan   atas   pelanggaran   Peraturan   Daerah.

Pasal   29

Sasaran   Diklat   PPNS   Daerah   adalah   untuk   tersedianya   calon   PPNS   Daerah
dalain   rangka  penegakan   penyidikan  atas  pelanggaran   Peraturan   Daerah

Bagian   Kedua

Jenis   Pendidikan   dan   Pelatihan

Pasal   30

Pendidikan   dan   Pelatihan   PPN§   Daerah   terdiri   atas   :
a.   Diklat   Calon   PPNS   Daerah;
b.    Dil(lat   peningkatan   kemampuan   PPNS   Daerah.
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Pa6al     31

(1)   Diklat   Calon   PPNS   Daerah   sebagaimana   dimaksud   dalam  Pasal   28   huruf
a.    Peraturan    Daerah    ini    di§elenggarakan    untuk    persyaratan   wajib
dalam     pengangl(atan   PNS   I)aerah   menjadi   PPNS   Daerah;

(2)    Diklat    peningkatan    I(emampuan    PPNS    Daerah    sebagaimana    dimaksud
dalam  Pasal   28  huruf   b.   Peraturan   Da6rah   ini   disolenggarakan  untuk
PPNS   Daerah   yang   meliputi    Bimbingan   Teknis   PPNS   dan   Diklat   Teknis
Fungsional .

Pasal     32

Bimbingan     Teknis     sebagaimana     dimaksud        dalam        Pasal      31      ayat   (2)
Peraturan   Daerah   ini,    diselenggarakan      untuk   meningkatkan      I{eterampi-
1an   dan   penguasaan    pengetahuan    PPNS   dibidang    penyidikan   Peraturan
Daerah.

®

®

Paeal     33

Diltlat      Teknis   Fungsional   sebagaimana  dimaksud   dalam  Pasal   31   ayat   (2)
Peraturan   Daerah   ini,    di§elenggarakan   untuk      persyaratan   bagi    PPNS
Daerah   dalam   rangka  menduduki    jabatan   Fungsional.

Bagian   Ketiga

Pe6el.ta  Diklat

Pasal  34

(1)   Peserta   Diklat   calon   PPN§   Daerah   adalah   Pegawai   Negeri   Sipil    (PN§)
Daerah;

(2)   Peserta   Diklat   peningkatan   kemampuan   PPNS   Daerah   adalah   PPNS  Daerah.

Paeal     35

PNS   Daerah   yang   telah   mengikuti    Diklat    kedinasan   di    luar   Diklat    PPNS
Daerah,    sebelum   diangkat    menjadi    PPNS    Daerah    wajib    mengikuti    Diklat
PPNS   Daerah   dan   dinyatakan   lulus.

Bagjan   Keempat

Penyelenggaraan   Diklat

Pa§al     36

Penyelenggaraan      Diklat    PPNS   Daerah   dilaksanakan   oleh   Sekretariat
Daerah    dalam    hal    ini    Bagian    Hukum   dan    atau    Badan    Diklat    Daerah
berkoordinasi   dengan   lnstansi   terkait.
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Bagian   Kelima

Materi   Kurikulum   dan   Silabi

Pa6al   37

(1)    Mat©ri    Kurikulum    dan    Silabi    Diklat    PPNS    Daerah    dirumuskan    dalam
kelompok   mata   p®lajaran   yang   terdiri    atas   Pengantar,    Dasar   Umum,
Utama,   Utama   dan   Pelengkap;

(2)   Selain   kelompok     mata  pelajaran     Dil<1at      sebagaimana  dimaksud   pada
ayat    (1)    Pasal        ini    diberikan    latihan    kerja,     latihan    teknik,
ceramah   dan   di§kusi;

(3)   Materi   Kurikulum     dan     silabi      sebagaimana     dimaksud   pada  ayat    (1)
Pa§al    ini   dapat   ditambah   sesuai   dengan   I(aral{terigtil(   dan   k6butuhan
Dae ran ;

(4)   Materi,   Kurikulum        dan     Silabi      Diklat      PPNS     Daerah     sebagaimana
dimak§ud   pada   ayat   (1)   dan   (2)   Pasal    ini,   tercantum  dalam   lampiran
Ill   Peraturan   Daerah   ini.

Bagian   Keenam

Surat   Tanda  Tamat   Pendidikan   dan   Pelatihan

Paeal  38

(1)   Kepada   peserta   yang   telah   mengikuti   Oil(Tat   colon   PPNS     Daerah     dan
telah   dinyatakan   lulus   diberikan   STTPP;

(2)   Penandatanganan   STTPP   sebagaimana     dimaksud     pada     ayat   (1)     Pasal
ini    pada   bagian   depan   ditandatangani   oleh   Sekretari§   Daerah   atas
nama   Bupati   dan   Kepala   Kepolisian   Resort   dan   pada   bagian   belakang
oleh    Kepala   Bagian   Hukum   dan   atau   Kepala   Diklat    Kabupaten   Rejang
Lebong ;

Pasal    39

(1)   STTPP     berb©ntuk   empat      persegi      dengan     posisi      liorizontal   dengan
ukuran   35   x   22   cm;

(2)   Halaman   depan     berlatar     belakang     gambar   lambang  Garuda  Pancasila
dan       dilengkapi       dengan    pas   photo   ul<uran    4   x    6    yang    terbaru,
ditempatkan   pada  tempat   yang  telah   disediakan;

(3)   Bentuk   §TTPP     sebagaimana   dimaksud   pada   ayat    (1)   dan   (2)   Pasal    ini
tercantum  dalam   Lampiran   IV   Peraturan   Daerah   ini.

Bagian   l<etujuh

Tenaga  Diklat

Pa6a'     40

Tenaga-tenaga   Pengajar   Diklat    PPNS   Daerah   terdiri       atas       pejabat    di
Lingl{ungan    Pemerintah    Pusat,     Pemerintah    Propinsi,     dan    Pemerintah
Daerah  Widyaiswara   yang   memiliki   pengetahuan   dibidang   penyidikan   §erta
penyusunan   Peraturan  Daerah.
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BABV

PEMBINAAN

Pasal     41

Pembinaan   terhadap   PPNS  Daerah   meliputi    :

a.    Pembinaan   Umum;

b.   Pembinaan   Teknis;

c.   Pembinaan  Operasional.

Pasal    42

(1)   Pembinaan   Umum     sebagaimana     dimaksud     dalam     Pasal      41      huruf      a.
Peraturan   Daerah   ini,   dilal{ukan   oleh  Menteri   Dalam  Negeri;

(2)   Pembinaan   Umum   sebagaimana   dimaksud   I)ado   ayat    (1)   Pasal    ini   berupa
pemberian   pedoman,   bimbingan,   pelatilian,   arahan   dan   supervisi   yang
berkaitan   dengan   pemberdayaan   PPNS   Daerah.

Pasal     43

Pembinaan     Teknis     sebagaimana     dimaksud     dalam        Pa§al      41      huruf     b.
Peraturan       Daerah    ini,    dilakukan    oleh    Menteri    Kehakiman    dan    HAM,
KAPOLPI   dan   Jaksa  Agung   sesuai   dengan   tugas   dan   fungsi   masing-ma§ing.

Pa§al     44

(1)   Pembinaan     Operasional      bagi      PPNS     Daerah   dilingkungan   Pemerintah
Daerah   sebagaimana   dimaksud    dalam   Pasal    41    huruf    c.    Peraturan
Daerah    ini,    dilakukan   oleh   Bupati    bekerja§ama   dengan    in§tansi
terkait

(2)   Pembinaan     operasional      sebagaimana     dimaksud     pada  ayat   (1)   Pasal
ini,   berupa   petunjuk     teknis  operasinal   PPNS     Daerah   di    lingkungan
Pemerintah   Daerah.

Pasal   45

(1)   Pembinaan,      Pengawasan     dan     Pengendalian     Pelaksanaan  operasional
PPNS   Daerah    dilaksanakan    oleh    Tim   Pembina    PPNS    Daerah    Kabupaten
bekerjasama   dengan   lnstansi   terkaLit;

(2)   Tim   Pembina   PPNS   Daerah   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat    {1)    Pasal
ini   ditetapkan   oleh   Bupati   Ftejang   Lebong.
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BAB       VI

PEMBIAYAAN

Pasal    46

(1 )   Segala       biaya       yang        berkaitan       dengan     pelaksanaan     pembinaan
§ebagaimana   dimaksud   dalam  pasal   41   huruf   a   dan   b   Poraturan   Daerah
ini    diusulkan   untuk      dibebanl(an   kepada   Anggaran   Pendapatan   dan
Belanja   Negara   (APBN);

(2)   Segala     biaya     yang        berkaitan        dengan        pelak8anaan        pembinaan
sebagaimana   dimaksud   dalam   pa§al    41    huruf   c   Peraturan   Daerah   ini,
dibebanl{an   kepada  Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja  Daerah   Kabupaten   .
F}ejang   Lebong;

(3)   Segala     biaya     yang     berkaitan   dengan  pelaksanaan  Operasional   PPNS
Daerah   Kabupaten   dibebankan   pada  APBl)   Kabupaten   Rejang   Lebong;

(4)   Semua   biaya     yang     berl(aitan     dengan     penyelenggaraan     Diklat   PPNS
Daerah    ditingkat    Kabupaten   dibobankan    kepada   Anggaran   Pendapatan
dan   Belanja   Daerah   Kabupaten.

BAB       Vll

KETENTUAN    PEF]ALIHAN

Pa6al     47

Dengan     berlakunya       Peraturan        Daerah     ini,     maka     Paraturan     Daerah
Kabupaten    Rejang    Lebong    Nomor    6    Tahun    1989    tentang    Penyidik    PegawaLi
Negeri    Sipil    Dilingkungan    Pemerintah    Kabupaten    Daerah    Tingkat     11
nejang   Lebong   dicabut   dan   dinyatakan   tidak   berlaltu   lagi..

Pa6al     48

Hal   -hal      yang   belum     diatur     dalam     Peraturan   Daerah   ini,      sepanjang
mengenai    teknis    pelaksanaannya    diatur    lebih    lanjut    dengan    Keputusan
Bupat i ;
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BAB       Vlll

KETENTUAN    PENUTUP

Pa6al     49

Peraturan   Daerah   ini   berlaku   pada   tanggal   diulidangl(an;

Agar   setiap   orang     mengetahui'nya,        memerintahkan     pengundangan
Peraturan    Daerah     ini     dengan    penempatannya    dalam    Lembaran    Daerah
Kabupaten   Rejang   Lebong.

Disahkan   di      C   u   r   u   p
Pada  tanggal      5     September   2005
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LAMPIRAN    I    :    PERATURAN
NOMOR
TANGGAL

ERAII   KABUPATEN   REJANG   LEBONG
TAIIUN   2005

SEPTEMBER      2005

NASKAII   BERITA   ACARA
SUMPAH   /   JANJI   I)AN   PELANTIKAN   PPNS   DAERAII

I.    NASKAH   BERITA   ACARA   SUMPAH   /   JANJI    PPNS   I)AERAII

A.      Bagi   pemeluk   Agama   Islam.

Pada  hari   ini   .......   tanggal   ..
dengan  mengambil   tempat   di    .....
Pangkat   /  Golongan   .....   Jabatan

..    bulan   ........    tahun .....
saya,   Nana   .....   NIP   .......
.....   dengan  disaksikan  oleh

2   (dua)   orang   saksi,   masing-masing   :

1.   Nana   :    ..............    NIP   .........    Pangkat/Golongan    .....

2.   Nana    :    ..............    NIP   .........    Pangkat/Golongan    .....

telah   mengambil    sumpah   Penyidik   Pegawai   Negeri    Sipil   Daerah
Nana    .....    NIP    .....    Pangkat    /   Golongan    .....    Yang   diangkat
berdasarkan   Keputusan    Menteri    Kehakiman    dan   HAM    Republik
Indonesia  Nomor    .....    tanggal    .....

Penyidik  Pegawai   Negeri   Sipil   I)aerah   tersebut,   nengangkat   dan
mengucapkan   sumpah   /   janji   sebagai   berikut   :
"   Demi   Allah,   saya  bersumpali   "

-Bahwa     saya,     untuk     diangkat     menjadi     Penyidik     Pegawai
Negeri   Sipil   Daerah  akan  setia  dan   taat   sepenuhnya  kepada
Pancasila,    Undang    -undang    Dasar    1945,    Negara    dan
Peme I i n t ah .

-Bahwa   saya,      akan  mentaati   segala     Peratul.an   perundang   -
undangan  dan  lnelaksanakan  tugas  kedinasan  yang  dipercaya-
kan   kepada   saya      dengan   penuh   pengabdian,    kesadaran   dan
t anggung j awab .

-Bahwa  saya,   akan  senantiasa  nenjunjung  [ehormatan  Negara,
Pemerintah   dan   martabat   Penyidik   Pegawai    Negeri    Sipil
serta   akan   senantiasa   mengutalnakan   kepentingan   Negara
daripada  kepentingan  saya  sendiri,   seorang  atau  golongan.

-Bahwa  saya,   akan  memegang     rahasia     sesuatu     yang  menurut
sifatnya  atau    menurut   perintali  harus   saya  rahasiakan.

-Bahwa     saya,      akan     beEerja     jujur,      tertib,      cerll]at     dan
bersemangat   untuk  kepentingan  Negara.

Demikianlah  Berita  Acara  Penganbilan   Sumpah   ini   dibuat   dengan
sebenarnya  untuk  dapat   digunakan   sebagaimana  mestinya.

YANG   MENGANGKAT    SUMPAII

(...............)

ROHAN I AWAN ,
SAKS I -SAKS I

YANG   MENGAMBIL    SUMPAII

PEJABAT   LAIN
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8.      Bagi   Pemeluk   Agama   Kristen.

Pada  hari   ini    .......   tanggal    ...
dengan   mengambil   tempat   di    .....
Pangkat   /  Golongan   .....   Jabatan

..    bulan    ........    tahun .....
§aya,    Nama   .....    NIP   .......
.....   dengan   disaksil{an   oleh

2   (dua)   orang   §al{si,   masing-masing   :

1.    Nana   :    ..............    NIP    .........    Pangkat/Golongan    .....

2.    Nana    :    ..............    NIP    .........    Pangl(at/Golongan    .....

telah   mengambil      sumpah     Penyidik   Pegawai   Negeri   Sipil   Daerah
Nama    .....    NIP    .....    Pangkat    /   Golongan    .....    Yang    diangkat
berdasaLrkan    Keputusan    Menteri     K8hakiman    dan    HAM    Republik
Indonesia   Nomor    .....   tanggal    .....

Penyidik   Pegawai   Negeri   Sipil   Daerah   tersebut,   mengangkat   dan
mengucapkan   sumpah   /   janji   sebagai   berikut    :
I.   Demi    Allah,    saya   berjanji    "

-Bahwa     saya,      untuk     diangkat     menjadi      Penyidik     Pegawai
Nageri   Sipil   Daerah   akan   setia  dan  taat   sepenuhnya  kepada
Panca§ila,     Undang    -undang    Dasar    1945,     Negara    dan
Peme r i nt ah .

-Bahwa  saya,      akan     mentaati   segala     Peraturan   perundang  -
undangan   dan  melak§anakan   tugas   kedinasan   yang   dipercaya-
kan    kepada   says   dengan    penuh    pengabdian,    ke§adaran    dan
I anggung j awab .

-Bahwa  saya,   akan   senantiasa  menjunjung   kehormatan  Negara,
Pemerintah   dan   martabat    Penyidik   Pegawai    Negeri    Sipil
serta   akan   senantiasa   mengutamakan   kepentingan   Negara
daripada  kepentingan   9aya  sendiri,   seorang   atau   golongan.

-Bahwa   saya,   akan   memegang   rahasia      sesuatu      yang   menurut
sifatnya  atau     menurut   perintah  haru§  saya  rahasiakan.

-Bahwa   saya,   akan     bekerja        jujur,     tertib,     cermat        dan
bersemangat   untuk   kepentingan  Negara.

Demikianlah     Berita        Acara     Pengambilan     Sumpah      ini      dibuat
dengan   §ebenarnya  untul(   dapat   digunakan   sebagaimana  mestinya.

YANG   MENGANGKAT    SUMPAH

(..............)

ROHAN I AWAN ,

SAKSI-SAKSI

YANG   MENGAMBIL   SUMPAH

PEJABAT   LAIN
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C.      Bagi    Pemeluk   Agama   Hindu.

Pada   hari    ini    ........   tanggal    .......    bulan   .....   tahun .....
dengan   mengambil    tempat    di     .....    saya,    Nana    .....    NIP    .....
Pangkat   /  Golongan   .....   Jabatan   .....   dengan   di§aksikan   oleh
2   (dua)   orang   sal(si,   masing-masing   :

1.    Naina    :     ..............    NIP    .........    Pangkat/Golongan    .....

2.    Nana   :    ..............    NIP    .........    Pangkat/Golongan    .....

telah   mengambil      sumpah     Penyidik   Pegawai   Negeri   Sipil   Daerah
Nana    .....    NIP    .....    Pangl{at    /   Golongan    .....    Yang   diangkat
berdasarkan    Keputusan    Menteri     Kehakiman    dan    HAM    Ftepublik
Indonesia   Nomcir    .....    tanggal    .....

Penyidik   Pegawai   Negeri   Sipil   Daerah   tersebut,   mengangkat   dan
mengucapkan   sumpali   /   janji   sebagai   berikut    :
'.   Om  Atah   Paramawisesa,   saya   bersumpah   "

-Bahwa   saya,    untuk   diangkat   menjadi    Penyidik   Pegawai    Neg6ri
Sipil   Daerah  akan   §etia  dan  taat   sepenuhnya  kepada  Pancasi-
la,   Undang-undang   Dasar   1945,   Negara   dan   Pemerintah.

-Bahwa     saya,      akan     mentaati      segala     Peraturan   p®rundang  -
undangan   dan  melaksanakan   tugas   kedinasan   yang   dipercayakan
kepada    saya    dengan    penuh    pengabdian,    kesadaran    dan
t anggung j awab .

-Bahwa  saya,   akan     senantiasa     menjunjung   l{ehormatan  Negara,
Pemerintah   dan  martaLbat   Penyidik   Pegawai   Negeri   Sipil   serta
akan    senantiasa    mengutamakan    kepentingan    Negara    daripada
kepentingan   saya   sendiri,   seorang  atau  golongan.

-Bahwa  saya,   akan     memegang     rahasia     sesuatu     yang     menurut
sifatnya  atau  menurut   perintah   harus  saya   rahasial(an.

-   Bahwa   saya,    akan   bekerja    jujur,       tertib,       cermat       dan
bersemangat   untuk   ltepentingan   Negara.

Demikianlah     Berita        Acara     Penganbilan     Sumpah      ini      dibuat
dengan   §ebenarnya  untuk   dapat   digunakan   sebagaimana  mestinya.

YANG   MENGANGKAT   SUMPAH

(..............)

R0llAN I AWAN ,

SAKSI-SAKSI

YANG   MENGAMBIL   SUMPAH

PEJABAT   LAIN
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1).      Bagi    Pemeluk   Agama   Budha.

Pada   hari    ini    ........   tanggal    .......   bulan   .....   tahun .....
dengan   mengambil   tempat   di    .....    saya,   Nana   .....   NIP   .......
Pangkat   /  Golongan   .....   Jabatan   .....   dengan   disaksikan  oleh
2   (dua)   orang   saksi,   masing-masing   :

1.    Nana    :    ..............    NIP    .........    Pangkat/Golongan    .....

2.    Mama    :    ..............    NIP    .........    Pangkat/Golongan    .....

telah   mengambil      sumpah     Penyidik   Pegawai   Negeri   Sipil   Daerah
Nana   ......   NIP   ......    Pangkat   /   Golongan   .....   Yang   diangkat
berdasarkan   Keputusan   Menteri    Kehakiman      dan      HAM      Republik
Indonesia   Nomor    .....   tanggal    .....

Penyidik   Pegawai   Negeri   §ipil   Daerah   tersebut,   mengangkat   dan
mengucapkan   sumpah   /   janji   §ebagai   berikut    :
"   Demi   Sang   Hyang   Adi    Budha,    saya   ber§umpah   ..

-Bahwa   saya,    untuk   diangkat   menjadi   Penyidik   Pegawai    Nogeri
Sipil    Daerah    akan   setia   dan   taat    sepenuhnya    kepada
Panca§ila,   Undang-undang   Da§ar   1945,   Negara   dan   Pemerintah.

-Bahwa     saya,      al(an     menl:aati      segala     Peraturan  perundang  -
undangan   dan   melal{sanakan   tuga§   kedinasan   yang   dipercayakan
kepada    saya   dengan    penuh    pengabdian,    kesadaran    dan
t anggung j awab .

-Bahwa  saya,   al(an     senantiasa     menjunjung   kehormatan   Negara,
Pemerintah   dan  martabat   Penyidik  Pegawai   Negeri   Sipil   serta
akan    senantiasa    mengutamaLkan    keiJentingan    Negara    daripada
kepentingan   §aya  sendiri,   seorang   atau   golongan.

-Bahwa  saya,   akan     memegang     rahasia     sesuatu     yang     menurut
sifatnya  atau  menurut   porintah   harus   saya   rahasial{an.

-Bahwa     saya,      akan          bel{erja     jujur.      tertib,      cermat     dan
ber§emangat   untul<   kepentingan   Negara.

Demil(ianlah    Berita        Acara    Pengambilan    Sumpah    ini     dibuat
dengan   sebenarnya  untuk   dapat   digunakan   §ebagaimana  mestinya.

YANG   MENGANGKAT    SUMPAH

(..............)

ROHAN I AWAN ,

SAKSI-SAKSI

YANG   MENGAMBIL   SUMPAH

PEJABAT   LAIN
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E.      Bagi   penganut   Kepercayaan   terhadap  Tuhan   Yang  Maha   Esa

Pada   hari    ini    .......    tanggal    .......    bulan    ......   tahun .....
dengan      mengambil    tempat    di    .....    saya,    Nana    .....    NIP    .....
Pangkat   /   Golongan   .....   Jabatan   .....   dengan   disaksikan  oleh
2   (duo)   orang   sal{si,   masing-ma§ing   :

1.    Nama   :    ..............    NIP    .........    Pangkat/Golongan    .....

2.    Nana    :     ..............    NIP    .........    Pangkat/Golongan    .....

telah   mengambil    §umpah   Penyidil(   Pegawai    Negeri    Sipil    Daerah
Nama    .....    NIP    .....    Pangl(at    /   Golongan    .....    Yang    diangl{at
berdasarkan   Keputusan   Menteri       Kehakiman      dan      HAM      Fzepublik
Indonesia   Nomor   .....    tanggal    .....

Penyidik   Pegawai   Negeri   Sipil   Daerah   ter§ebut,   mengangl(at   dan
mengucapkan   sumpah   /   janji   sebagai   berikut    :
"   Demi   Tuhan   Yang   Maha   Esa,      §aya     menyatakan      dan      berjanji

dengan   sungguh-sungguh   '.

-Bahwa   saya,   untuk   diangkat   menjadi   Penyidik   Pegawai    Negeri
Sipil    Daerah    akan    setia   dan   taat    sepenuhnya    kepada
Pancasila,   Undang-undang   Dasar   1945,   Negara   dan   Pemerintah.

-Bahwa  saya,      akan     mentaati     segala     Peraturan     perundang   -
undangan   dan  melaksanal{an   tugas   kedina§an   yang   dipercayakan
kepada    saya    dengan    penuh    p©ngabdian,     kesadaran    dan
t anggung j awab .

-Bahwa  saya,   akan     senantiasa     menjunjung   kehormatan  Negara,
Pemerintah   dan  martabat   Penyidik   Pegawai   Negeri   Sipi]   serta
akan    senantiasa    mengutafriakan    kepentingan    Negara    daripada
I(epentingan   saya  sendi.ri,   seorang   atau   golongan.

-Bahwa   s   aya,      al(an     memegang   rahasia     sesuatu     yang  menurut
sifatnya  atau     menurut   perintah   harus  saya  raha§iakan.

-Bahwasaya,   akan       bekerja        jujur,     tertib,        cermat        dan
bersemangat   untuk   kepentingan   Negara.

Demikianlah        Berita     Acara     Pengambilan     Sumpah      ini      dibuat
dengan   sebenarnya  untuk   dapat   digunakan   sebagaimana  mestinya.

YANG   MENGANGKAT   SUMPAH

ROHAN I AWAN ,

SAKSI-§AKSI

YANG   MENGAMBIL   SUMPAH

PEJABAT   LAIN



11.         NASKAll   BERITA   ACAl]A   PELANTIKAN   PPNS   DAERAH

Dengan   mengucapl(an   syukur   Kehadirat   Tuhan   Yang   Maha   Esa   ata§
Rahmat    dan   Taufik-Nya   pada   hari    ini     .....    tanggal     .....    saya
lantik   saudara-saudara   dalam   jabatan   sebagai    Penyidik   Pegawai
Negeri   Sipil   Daerah   yaitu   :

1.    Nana

2.    Nana

3.    Nana

4.   dan   seterusnya     :

® Kami   percaya  Saudara  -saudara  akan     melaksanakan  tugas   dengan
sebaik   -baiknya   sesuai   dengan   tanggungjawab   yang   diberil(an.

Pejabat   yang  melantik,

Bupati   atau   Pejabat   yang   ditunjuk,

RIIVhAIT#:ENAVR,

E! JJ           nE N'SE
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NOMOR
TA»GGAI,

ERAII   KABUPATEN   REJAVG   I.EB0NG
TAHUN      2005

EPTEMBER      2005

PETUNJUK   PELAKSANAAN   OPEPASIONAL   PENYIDIK
pEGAWAi   NEGEni   slpiL   DAEnAH
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I.       PELAKSANAAN      OPEF}ASI

A.      PEFISIAPAN

1.   Dalam       getiap
memperhatikan   :

a.   Rencana  urLum
Pembina  PPNS;

pelaksanaan    pergiapan      operasi      agar

operasi    yang  telah  ditetapkan  oleh  Tim

1].   Inventarisasi  data  obyek  Peraturan  Daerah    yang  telah
digampaikan   oleh   anggota   Satuan   Poligi   Pamong   Praja
kepada  Kepala  I)inas/Instansi  yang  bersangkutan.

a.   Laporan  kejadian  Pelanggaran  Peraturan  Daerah   (I.KPPI))
yang  digampaikan  di   Tingkat   Kecamatan  kepada     PPNS
yang  bersangkutan.

d.  Target  operasi  yang  direncanakan      untuk    tahun    yang
bersangkutan.

2.   Setiap    pelaksanaan    Opersai    Penegakan  Peraturan  Daerah
oleh  PPNS  harug  didahului  Rapat  Roordinasi  dengan   :

a.   Persiapan  Personil  yang  meliputi   :

1)   PPN§  yang  akan  ditugagkan.
2)  Repolisian  setenpat.
3)   Unsur  Tim  Peml)ina  /  pengendalian  Operasi  PPNS.
4)   Unsur  Staf  dari  DinaB/Instansi  gebagai  penunjang.

b.   Persiapan  teknis  meliputi   :

1)  Wilayah  /  I,okasi  Operasi.
2)  Waktu    dan    tanggal    operasi    ditentukan    oleh  Tim

pembina  PPNS.
3)   Pelakganaan  OperaBi.
4)   Sasaran  operasi.
5)   Target  Operasi  dan  Titik  Operagi.
6)   Bentuk  Pelakganaan  Operasi.
7)  Waktu    pelakganaan    pemanggilan    /    pemerikgaan    /

perg idangan .

a.   Persiapan  Admini5trasi  Penyidikan.
Bidang  Adminigtrasi    penyidikan  yang  harug  dipersiap-
kan  gebelum  pelaksanaan  operagi  adalah   :

1)   Surat  Perintah  Tugas.
2)  Bentuk  /  model  fornulir  yang  akan  dipergunakan.
3)  Buku  Register  dan  adniinigtrasi  pendukung  lainnya.
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d.   Persiapan  perlengkapan  /  akomodagi  pendukung    operagi
antara  lain  meliputi  :
1)  Rendaraan  /  trangportasi,  tenda,    meja  /  kursi  dan

konsumgi  seperlunya.

2)  Alat  komunikasi,  dan  lain-lain.

a.   Pergiapan  pembuatan  laporan  evaluasi.

1)   Dalam  setiap     pelakganaan     kegiatan     operasi  PPNS
harus  gelalu  dipersiapkan  laporan  dan  evaluasi.

2)  Regiatan  laporan  dan    evalua8i  dilakukan  balk  oleh
PPNS  kepada  Kepala  Dinag   /   Instangi   yang  bersang-
kutan   dengan   tembusan   kepada   Kepolisian   setempat
dan  Tim  Pembina  PPNS

® a.      PELAKSANAAN   I(EGIATAN   0PEFIASI.

1.   Dalam  setiap    pelaksanaan    operasi    penegakan    Peraturan
Daerah  oleh  PPNS  perlu  memperhatikan   :

a.   Bagi  PPNS    yang    akan  melaksanakan  tugaB  operasi  atau
penegakan   Peraturan   Daerah   harus   benar   -   benar
menguaEai  secara  teknig  Peraturan  Daerah  yang  nenjadi
dagar  hukum  dan  teknig  penyidikan;

b.   Untuk       mendukung       huruf  a.     di  atag,       Tim    Pembina
berkevajiban   melakganakan   pembinaan   kepada   PPNS
gebelum   /   segudah   pelakganaan   operasi   balk   yang
bergifat   tekni§   yuridis    {aspek-agpek   hukum   suatu
Peraturan  Daerah)      maupun     yang   bergifat   teknis
administratif;

c.   §etiap  pelaksanaan  kegiatan  opera§i    di  bawah  koordi-
nasi  dan  pengawagan  penyidik  P01.RI;

d.   Pelakganaan  Kegiatan  operasi  PPNB  didampingi  oleh  Tim
Pembina   PPNE   dalam   rangka   pelakganaan   pembinaan   dan
pengendalian  Operagi  PPNS;

e.   S6belum  operagi     dilakganakan  agar     dilakukan  penge-
cekan  kembali  kegiatan  pergiapan  operasi  sebelurmya.

2.   Tahap-tahap  atau  langkah-langka  yang  harug  dilaksanakan
dalam   setiap      kegiatan      pelaksanaan   operagi   penegakan
Peraturan  Daerah  oleh  PPNS  adalah  sebagai  berikut   :

a.   Setiap  PPNS  hanya  dapat  melakganakan  tugas  penegakan
Peraturan   Daerah   sesuai   dengan   da§ar   hukum   dan
kevenangan  masing  -masing.

b.   Dimulainya  Penyidikan

1)   Penyidikan       tindak       pidana     atag     pelanggaran
suatu  Peraturan  Daerah  oleh  PPNS  dilakukan  setelah
diketahui   bahwa   guatu   peristiwa   yang   terjadi
merupakan  tindak  pidana  yang   termasuk  dalam  ling-
kup  tugas  dan  kewenangannya  Be8uai  dengan  Peratu-
ran  Daerah  yang  menjadi  dasar  hukum  dan  vilayah
kerjanya.



-3-

2)   Suatu  tindak       pidana     dapat     diketahui     nelalui
laporan  dari  setiap  orang  atau  diketahui  langsung
oleh  PPNS  yang  bersangkutan;

®

c.   Pelakganaan  Penyidikan.

Apabila    diduga    kuat      telah      terjadi      pelanggaran
terhadap  guatu  Peraturan  Daerah  maka   langkah-langkah
yang  harus  dilakukan  oleh  PPNS  adalah   :

1)  Menunjukkan  Surat  Perintah    Tugas    dan  Kartu  Tanda
Pengenal   (HIP  PPHS)   yang  nagih  berlaku.

2)  Memberikan  penjelasan    mengenai  mak8ud    dan  tujuan
diadakarmya  operasi  dengan  menggunakan  bahasa  yang
mudah  dimengerti  serta  dengan     gikap     yang     tidak
emosional  tetapi  berwibawa  sehingga  tersangka  akan
memberikan  keterangan  gecara  jujur.

3)  Melakukan    interoga§i    di    Tempat  Rejadian  Perkara
(TKP)     guna       mendapatkan       data    yang    diperlukan
dikaitkan  dengan  pelanggaran  Peraturan  Daerah.

4)   Setelah  pemerikgaan  /  interogagi    di  TKP    dianggap
cukup   dan   ternyata   diduga   kuat    bahwa   yang
bersangkutan  telah  melakukan  pelanggaran   terhadap
berlakunya   Peraturan   Daerah,   maka   gegera   dapat
dikeluarkan/dibuatkan   Bukti   Pelanggaran   Peraturan
I)aerah   (BPPD)   oleh  PPNS.

a.   Pengeluaran  /  peml)uatan    Bukti    Pelanggaran  Peraturan
Daerah   (BPPI)).

Setelah  diperoleh    keterangan    dari    subyek  Peraturan
Daerah    disertai    dengan  bukti  -  bukti  di  TKP  adanya
pelanggaran  Peraturan  Daerah,   oleh  PPNS   dapat   Begera
dikeluarkan   BPPD   dengan   langkah-langkah/ketentuan   -
ketentuan    gebagai  berikut   :

1)  Bukti  bahwa  tersangka  telah  melakukan    pelanggaran
Peraturan    Daerah    dan    gekaligus    dipergunakan
sebagai  dasar  untuk  dilakukan  proges  lebih  lanjut.

2 )   Bentuk/model  BPPD  yang  dikeluarkan  tergantung  pada
bentuk/si fat  pelaksanaan  operasi.

3)   Selain    dapat    dikeluarkan    BPPD    sekaligus    dapat
dilakukan  penyitaan  terhadap  barang  bukti.

e.   Ketentuan  mengenai  Sakgi.

Terhadap  pengeluaran    BPPD    yang    berakibat  tergangka
harug  menghadapi   di  Pengadilan  Negeri   Betempat,   maka
Saksi-gaksi  yang  diperlukan/dihadirkan  adalah  PPNS
yang  tidak  menandatangani  BPPD  dan  mengikuti  operasi,
Pejabat   /   petuga8   lain  dari   Dinas   /   Instansi   yang
mengikuti  operagi  atau  unsur  Tim  Pembina.
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f .   Penentuan  Pemanggilan  Tersangka

Pada    saat    pembuatan  /    pengeluaran    BPPD    sekaligus
ditentukan    kapan  dan  dimana  tersangka  akan  diperiksa
lebih  lanjut.

a.   Penyitaan  Barang  Bukti

Dalam    getiap  pelakganaan  opera§i  penegakan  Peraturan
I)aerah     dapat     dilakukan   tindakan  hukum  yang   berupa
penyitaan   terhadap   barang   bukti,   dengan   ketentuan
sebagai  berikut   :

1)   Penyitaan    barang    bukti      harug    ada    hubungannya
dengan  pelanggaran  Peraturan  Daerah  yang  bersang-
kutan  yang  berupa  tempat  atau  benda  atau  alat  yang
dipergunakan  untuk  melakukan  tindak  pidana  ataupun
hasil  dari  tindak  pidana  yang  dilakukan  ;

2)  Barang  bukti  yang  disita  harus    dicatat  dalam  BPPD
dengan  menyebutkan  jenis,     nacam    dan    jumlah  atau
beratnya .
Untuk  keamanannya  dapat  pula  barang  bukti  dimaksud
dilakukan   pemotretan   untuk   selanjutnya   diikat
menurut     jenisnya     maging-masing  dan  diberi   label
gerta  digegel;

3)  Penyimpanan  barang  bukti  dapat  dilakukan  di  kantor
Dinas/Ingtansi  PPNS  yang  bergangkutan;

4)   Dalam  hal  kantor    Dinas  /   Ingtansi  dari    PPNS  yang
bersangkutan  tidak  memungkinkan  untuk  penyimpanan
barang   bukti,   maka   penyimpanannya   dilakukan   di
tempat  semula    ketika    barang    bukti     disita    dan
untuk  pengamannya   diikat   dan   diberi   label,   dilak
serta  dicap   (Stempel   lak).   gehingga  penganbilan  /
pengrusakan  barang  bukti  akan  dapat  diketahui  oleh
PPNS  yang  bergangkutan;

5)  Barang  bukti  yang  disita  merupakan    tanggung  jawab
dari   PPNS   yang   bersangkutan   dan   tidak   dibenarkan
untuk  dipakai/dipergunakan  oleh  giapapun,  termasuk
PPNS .

h.   Laporan  Pelaksanaan  Operagi

PPNS      pada      getiap    akhir  pelaksanaan  operaBi  harug
menyampaikan   Rekapitulasi    Laporan,    kepada   Kepala
Dinas   instansinya  dengan  tembusan  kepada  Tim  Pembina
PPNS .

C.      PENINDAKAN   (PEMANGGILAN/PEMERIKSAAN   DAN   PENYELESAIAN).

Penindakan     yang     neliputi     kegiatan     PemerikBaan     dan
Penyelesaian  perkara     merupakan     akhir     dari      kegiatan
pelaksanaan  operasi  PPNS.
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Pelaksanaan    Pemanggilan  /  Pemerik5aan      dan      Penyelesaian
dilakukan  seguai  dengan  Hari,  Jam,  Tanggal    dan  tempat  yang
telah  ditentukan  pada  saat  pelaksanaan  operasi.

Hal-hal   yang   perlu   diperhatikan   dan   dilakganakan   pada
penindakan  antara  lain  :

1.   Sebelum  Pelaksanaan  Pelnerikgaan   :

a.   PPNS  yang    akan    melakukan    pemeriksaan    harus    nadir
terlebih    dahulu  gebelun  tergangka  nadir  pada  jen  dan
tempat  yang  telah  ditentukan;

b.   Ruang      yang      akan     dipergunakan   untuk     melakukan
pemerikgaan  terhadap  tergangka  telah  dipersiapkan  dan
dilengkapi        kelengkapan    tekniB    adminigtrasi
pemeriksaan;

c.   Peraturan  Daerah,   yang  menjadi     dasar  PPNS,   KUHAP  dan
peraturan  perundangan  lainnya;

d.   Berita  Acara  Pemeriksaan  §eguai  dengan    ungur  -unBur
Pagal  pelanggarannya.

2.   Repribadian  PPNS

Setiap    PPNS    yang    akan    melakukan  pemeriksaan  terhadap
ter§angka  harus  memiliki  kepribadian  antara  lain  :

a.  percaya  diri  gendiri,  sabar    dan    dapat  mengendalikan
diri;

b.   mempunyai  kemampuan  menghadapi  orang  lain;

c.   tidak    lekas    terpengaruh    atau      mempunyai    peragaan
sakwaBangka;

d.   memiliki  kemampuan  nenilai  dengan  tepat  dan  bertindak
cepat,   obyektif ,   khusugnya  dalam  menilai  dengan  tepat
dan  bertindak  cepat,   obyektif ,   khusugnya  dalam  meni-
lai   sikap   dan   gerakan   yang   diperiksa/tergangka  pada
vaktu  menjavab;

e.   tekun,       ulet,       kreatif       dan    mampu       mengembangkan
inigiatif;

I .   bagi    llpHS  yang  belum  giap  mental  /  ma8ih  ragu  -ragu
dalam  melakukan  p6merikgaan  terhadap  tergangka  dapat
meminta  bantuan  kepada  PPNS  dan  atau  Tim  Pembina  PPN§
untuk  mendampingi/membantu  dalam  melakukan  pemerik   -
Saan .

3.   Pelakganaan  Pemeriksaan

Pelakganaan  pemeriksaan  terhadap  tersangka  dilakukan
berdasarkan   bentuk/si fat   opergai   yang   telah   ditentukan
yaitu  :
a.   Yang  bersifat  Nan  Yustisi

Hal  -  hal     yang  perlu  diperhatikan  dan  dilak§anakan
adalah  :
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1).  Teliti    identitag    tergangka    agar    tidak  terjadi
kekeliruan   dengan   cara   pengecekan   /   pemeriksaan
kartu   identitag   yang   dibawa    (migalnya   RTP,gIM
atau  lainnya) .

2).   Tunjukkan    hak  -hak  tersangka  untuk  mendapatkan
Bantuan  Hukum   (Penagehat   Hukun/Pengacara)   atas
tuduhan  pelanggaran  tersebut.

3).   Setelah    melakukan      wawancara  /   interview      yang
mengarah  pada  pelanggaran  Peraturan  Daerah,   baru
kemudian    dilakukan    interogagi    dengan    membuat
Berita   Acara   Pemeriksaan   tersangka   geperti   yang
telah  dipergiapkan  sebelumnya.

4).   Setelah    selegai  pembuatan  BAP  tersangka  diperin-
tahkan   untuk   meneliti      dan   membacanya/dibacakan
dengan  bahasa  yang        mudah        dimengerti,      untuk
selanjutnya  ditandatangani,  serta    membuat    Surat
Pernyataan    yang    dapat    dipergunakan    §6bagai
bukti/dasar   untuk   diajukan   ke   Pengadilan   Negeri
setempat .

5).   Apabila       dalam      pelakganaan      operagional       ada
penyitaan  barang,   maka   jika  pemerikBa  dianggap
cukup  gelesai  barang  bukti  harug   gegera  dikemba-
likan   lagi   kepada   tersangka   dengan   dibuatkan
Berita  Acara  Pengembalian  Barang  Bukti.

b.   Yang  bersifat  Yustigi

Apabila  pelakganaan  operasi  telah  ditentukan  bBrsifat
Yugtisi,   maka     pemerikgaan     terhadap     tersangka  yang
melakukan  pelanggaran  terhadap  suatu  Peraturan  Daerah
telah  dilakukan  pada  gaat     pelaksanaan     operasi     di
lapangan.

Hal  -  hal    yang    perlu    gegera    dilakukan    oleh    PPNS
ditempat  tugag/instangi  adalah  :

1).   Membuat  Surat  Pengantar  perigiriman  berkas  perkara
kepada  Retua  Pengadilan  Negeri   dan  atau  Repala
Kejaksaan  Negeri  getenpat  melalui   Repala  Kepoli-
siam   setempat   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan
perundang-undangaa  yang  berlaku.

2).   Dalam     Surat     Pengantar  dimakBud     dilampiri  BPPD
yang  telah  dikeluarkan       beserta     barang     bukti
jika  dilakukan  penyitaan.

3).   Untuk    Perkara    Pelanggaran      apabila      tergangka
lebih   dari   1    (satu)   orang   dibuatkan   daftar
tergangka  dan  dilampirkan  dalam  surat  pengiriman
berkas  perkara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundangan  yang  berlaku.

4).   Bagi    PPNS,     unsur    staf    Dinas  /  Biro,   unsur  Tin
Pembina  yang  menjadi   gaksi   diwajibkan  hadir   di
Pengadilan  Hegeri   Betempat   seguai   dengan  waktu
yang  telah  ditentukan.
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5).   §aksi      yang      telah    ditetapkan    disamping  harus
mengikuti     operasi     juga     diharapkan  mengetahui
ketentuan  pokok  Peraturan  I)aerah  yang  bergangku-
tan;

6).   Setelah    putuBaa    Pengadilan       Negeri,     PPNs  yang
nenangani    perkara    tBrsebut    harus    mengambil
Putusan  Pengadilan  dan  menyampaikan   foto   copynya
kepada  Tim  Pembina  PPNS;

7).  Apabila      pada      waktu      hari    sidang    yang  telah
ditentukan  tergangka  tidak  nadir,  Inaka  PPNS  harus
melaksanakan  koordinasi   dengan   Panitera   Pengadi-
lan  yang  bergangkutan  untuk  dilakukan  pemanggilan
kembali  ge§uai  ketentuan  yang  berlaku.

D.      PELAKSANAAN   OPEFIASI   YUSTISI

Pada     pringipnya     Operagi  YUBtisi     dilakukan  dengan  gigtem
peradilan  di  tempat  dan  pada  gaat  itu  pula  kepada  tergangka
yang     terbukti     telah     melakukan     pelanggaran     akan
diputug/diadili     oleh  Hakim  yang  mengadili  perkara     terse-
but.      Hal-hal      yang     harus   dilakukan   dalam   pelakganaan
Operasi  adalah   :

1.   Dilaksanakan  dengan  bentuk  Unit  Recil  Lengkap   (UKI,)  yang
terdiri  dari  PPNS  dan  unsur   /  pergonil  pendukung  see:ara
lengkap;

2.   PPNS  harug    menguasai    data  awal  dan  target  operagi  yang
menjadi   gasaran   sekaligus   melakukan   pengecekan   kembali
atag   kelengkapan   adminigtrasi   dan   sarana   pendukung
lainnya;

3.   Tersangka  yang  nelakukan  pelanggaran    agar  diperintahkan
gaat   itu   juga   dibawa/dihadirkan   di   tenpat   pelaksanaan
sidang   (posko)   dan  jika  perlu  gekaligus  dapat  dilakukan
penyitaan  barang  bukti;

4.   Barang  bukti  yang  telah  disita  diupayakan  dibawa    ketem-
pat  gidang  dan  jika  tidak  memungkinkan  maka  barang  bukti
dititipkan   ditempat   semula,    sambil   menunggu   voni8   /
putusan   Pengadilan   apakah   barang   bukti   dilnaksud
dikembalikan  atau  dimusnahkan;

5.   Jika  terbukti  terjadi  pelanggaran  namun    ter§angka  tidak
ada    ditempat,    maka    PPNS    harus    mengeluarkan    Surat
Panggilan  dan  selanjutnya  diproses  seguai  ketentuan  yang
berlaku;

6.   Jika  tersangka  adalah  anggota  THI/POLRI    maka  digerahkan
kepada  Poligi  Militer/Provost;

7.   Apabila  dalam  pelaksanaan  di  lapangan  Repala  UKL  menemui
hambatan  /  permagalahan  yang  tidak  dapat  di8ele5aikan  /
ditangani  maka  Kepala  UKL  dengan     alat     komunikagi  yang
ada   gegera   mengadakan   koordinasi   dengan     Repala      Pogko
untuk  segera  diteruBkan  kepada  Repala  Operagi;

8.   Setelah      tugas    di  lapangan    dinyatakan    gelegai  seguai
dengan   batas   waktu   yang   telah   ditentukan,   para   Repala
URL    segera    kembali    ke    Pogko    untuk    penyelegaian
selanjutnya  dan  melaporkan  pelakganaannya  kepada  Repala
Posko;
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9.   Menyiapkan  administrasi  penyidikan    gebagai    kelengkapan
pelaksaan  sidang;

10.   Melakganakan    Putusan    Hakim    untuk  menutup,     membongkar
atau  memusnahkan  barang  bukti;

E.      PERSONALIA   0PERASI   YUSTIsl

Dalam   setiap   pelaksanaan   Operagi   YUBtisi   terdiri   atas
gatuan  organigasi  8ebagai  berikut   :

1.   Kepala  Operasi;

2.   Wakil  Repala  Operasi;

3.   Kepala  Sekretariat  Operagi;

4.   Repala  Pos  Komando;

5.   Repala  Satuan  Tugas  Operasi;

6.   Kepala  Unit  Kecil  I,engkap  terdiri  dari  unsur   :
a.    PPNS;
b.   Anggota  Satuan  Poligi  Pamong  Praja;
a.   Polisi  Militer   (PM)   dan  Provost  Pot.RI;
d.  Unsur  Sekretariat.

8.   Hakim,     dari       Pengadilan      Negeri  /  Pengadilan      Tinggi
setempat;

9.   Jaksa  dari  Xejakgaan  Negeri  setempat;

10.   Pengacara  yang  ditunjuk  oleh  Pemerintah  Daerah.

F.      EVALUASI   DAN   LAPOFIAN

1.    EVAI.UASI

Kegiatan  Evaluagi  dalam    pelakeanaan  tugag-tugas  operagi
meliputi  i

a.   Evaluagi      terhadap      pelaksanaan    kegiatan      operagi
meliputi   :

1).   Sebelum  dilaksanakan  operasi;
2 ).   Selama  kegiatan/pelaksanaan  operasi;
3).   Sesudah  pelaksanaan  operasi.

b.   Evaluagi  terhadap    pelaksanaan    berlakunya    Peraturan
Daerah,   balk   yang   menyangkut   aspek   teknis   yuridig
maupun  teknis  pelakganaannya

c.   Evaluasi  terhadap  pelaksanaan  pembinaan  PPNg

a.   Evaluasi  terhadap    ketiga    bentuk  /  jenig  evaluagi  di
atag   (a,b,   dan  c)   dilaksanakan  oleh  Tim  Pembina  PPHS
dan   atau   Dinag/InE!tansi   yang   memiliki   PPNS   §ecara
terkoordinasi .

®
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2.   I   A  P  0  R  A  N

Kegiatan  I,aporan  dalam  rangka  pelaksanaan    tugas  operasi
PPNS  dapat  dikelompokkan  gebagai  berikut   :

a.   Laporan  Hagil  OperaBi    disampaikan    oleh    PPNS  kepada
Kepala  I)inag/ Instan§i;

b.   I.aporan      Hagil     Pemerikgaan         disampaikan         kepada
Gubernur,   Bupati.

c.   Pelaksanaan  I,aporan  gebagaimana  dimaksud  butir  a.   dan
b.   disampaikan  getelah  pelaksanaan  operasi  dilakukan
dengan  ketentuan  :

1).   Semua  obyek  /  sagaran  yang  ditemukan    di  lapangan
harug  dicatat/diinventarisir  (  balk  yang  terbukti
melakukan   pelanggaran   naupun   tidak   terbukti
melakukan  pelanggaran   );

2).   Bagi  tersangka  yang  terbukti  melakukan  pelanggar-
an  agar  dicatat  dalam  buku  register  perkara  yang
telah   ditentukan   5esuai   nomor   BPPI),    sedangkan
yang  tidak  terbukti  melakukan      pelanggaran  namun
terkena/terjaring   operagi   tetap   dicatat   dalam
Laporan    Hasil    Operasi    (LHO)     tetapi    tidak
diberikan  nomor  BPPI);


